kali periode DPR dan pemerin-
‘tah, masih akankah DPR dan
pemerintah  melupakan janjinya,
“masihkah DPR dan pemerintah me-
ninggalkan tanggung jawabnya dan
‘meninggalkan catatan gelap nasib
PRT di Indonésia dan yang bekerja di
tuar negeri?
- htulah:pertanyaan-pertanyaan yang
membayangi benak Koordinator Na-
signal Jaringan Nasional Advokasi Pe-
k&na Rumah Tangga {Jala PRTI, Lita
. Anggraini, menyikapi belurri disahkan-
- nya RUU'PPRT oleh DPR dan peme-
rintah. Untuk mengetahui harapan-
harapan apa saja yang ditambatkan
Jala PRT*kepada DPR dan pemerin-
tahan baru 2014-2019, berikut seba-
gian petikan catatannya:

Harapan akan perubahan situasi
PRT dan buruh migran pada peme-
rintahan dan DPR baru berubah men-
jadi kekecewaan dan kemarahan, ma-
nakala dalam 6 butan pemerintahan
dan 6 bulan DPR justru menunjukkan
langkah sebaliknya, jauh dari harapan.

Setiap akhir tahun agenda DPR
adalah menetapkan prioritas proteg-
nas tahunan dan untuk DPR periode
baru sekaligus merupakan agenda pe-
netapan prolegnas empat tahunan. Se-
perti biasa bagi kami masa tersebut

S 'udahksebelas tahun, sudah tiga
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erharap pada DPR dan Pemerintahan Baru

adalah masa kritis untuk bisa melo-
loskan RUU PPRT.sebagai bagian pro-
legnas dan prioritas prolegnas ta-
hunan. Dan ini sudah memasuki tahun
kesebélas.

Sejak Oktober 2814 kami sudah
mengajukan dan mendesak DPR khu-
susnya Komisi IX dan Baleg untuk me-
netapkan RUU PPRT dan Konvensi iLO
189 sebagai Prolegnas Prioritas 2015.
Desakan tersebut semakin kuat ketika
pada November, Desember 2014, dan
kemudian'Januari-Februari 2015 ma-
syarakat dikejutkan oleh terjadinya ka-
sus kekerasan terhadap sejumlah PRT.

Masyarakat sipil melakukan bebe-
rapa aksi. Pertama akst Mogok Makan
25-27 November 2014 yang kemudian
membuat Baleg mau menerima kami
pada tanggal 26 November 2014. Da-
lam pertemuan tersebut Baleg sepa-
kat akan memasukkan RUU PPRT
dalam prioritas Prolegnas 2015, tapi
dengan catatan bahwa hal itu tetap
tergantung pada Usulan Komisi IX.

Pada aksi lainnya tanggal 13
Januari 2015 kami diterima Komisi X
di mana Jala PRT menyampaikan Pe-
tisi Ibu Wagini, PRT dari SPRT SUMUT,
bersama Change.Org yang telah
ditandatangani oleh 17.500 orang yang
mendesak agar Komisi IX menetapkan
RUU PPRT dan Ratifikasi Kil.O 182 KL

PRT sebagai Prolegnas Prioritas 2015.
Komisi IX juga menyampaikan
bahwa RUU PPRT masuk dalam Pro-
legnas Prioritas 2015. Pada RDPU an-
tara Baleg dan-Jala PRT, JKP3, Aso-
siasi LBH APIK, dan Komnas Perem-
puan pada tanggal 28 Januari 2015,
sekali lagi pimpinan rapat Baleg, Fir-
man Subagyo, menyampagkan dan
membacakan bahwa RUWY" Perlin-
dungan PRT masuk datam §rolegnas
Prioritas 2015.

Namun, yang terjadi daéam Rapat
Panja Baleg untuk penetapan Proleg-
nas Prioritas 2015 tanggal 5-6 Feb-
ruari 2015, adalah dihapusnya RUU
PPRT dari Prolegnas Prioritas 2015.
Hal ini menunjukkan bahwa kasus-ka-
sus Kekerasan PRT di dalam negeri,
suara Ibu Wagini sebagai PRT, beserta
17.500 ribu warga negara tidaklah
menjadi pertimbangan anggota Dewan
yang mengikuti rapat saat itu.

Tanggapan DPR baik dari Komisi
IX dan Baleg dalam beberapa perte-
muan, RDPU serta hasil rapat, yang
menyatakan tekad untuk memberi
Perlindungan PRT melalui penetapan
RUU PPRT sebagai prioritas Prolegnas
2015 hanya kebohongan terhadap pub-
lik. Janji palsu yang merupakan san-
diwara politik yang tidak bertanggung
jawab dan jauh dari keberpihakan

terhadap rakyat kecil.

‘DPR sama sekali tidak memiliki
sensitivitas atas Perlindungan PRT. Ini
terbukti RUU PRT yang sejak tahun
2004 diperjuangkan dalam dua peripde
DPR dan pemerintah hingga mema-
suki tahun kesebelas di tahun 2015
tidak kunjung dibahas dan disahkan.

Pemerintah setali tiga uang de-

"ngan DPR. Janji kampanye Jokowi-JK

yang tertuang dalam visi misi resmi
yang disampaikan ke KPU dan di-
sarikan dalam Nawa Cita memasuk-
kan UU Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga [PPRT] di dalam visi misi.

Tak hanya itu, pada hari buruh 1
Mei 2014 Jokowi secara tangsung
menyatakan dukungan untuk disah-
kannya UU PPRT.

Perlindungan bagi PRT juga
dicantumkan di halaman 23 dan
halaman 33 misi misi, yang berbunyi:
“Peraturan perundang-undangan dan
langkah-langkah pertindungan bagi
semua PRT yang bekerja di dalam
maupun di luar negeri.”

Namun kenyataannya, dalam wak-
tu 6 bulan, pemerintah dalam hal ini
Menteri Hanif Dhakiri justru mela-
kukan langkah sebaliknya yang keluar
dari Visi Misi Jokowi-JK. Tentu saja 4
bulan bukan waktu yang cukup untuk
membenahi atau memperbaiki sistem.

Tetapi, langkah 100 hari adalah lang-
kah awal menujutercapainya visi misi.
Setidaknya, yang harus ditakukan oleh
Menaker adalah mempersiapkan per-
aturan perundangan yang sudah di-
nyatakan dalam visi misi, termasuk

.meneruskan tangkah-tangkah yang

baik yang sudah dirintis dari'peme-
rintah sebelumnya.

Negara wajib hadir dan melindungi
warga negaranya sebagaimana ter-
cantum di dalam Nawa Cita Jokowi-
JK. Melindungi bukantah membatasi
apalagi mendiskriminasi. Dihenti-
kannya penempatan PRT migran,
terutama dalam kondisi pemiskinan
struktural yang terjadi di Indonesia,
menunjukan kemalasan pemerintah
untuk hadir melindungi warga nega-
ranya di mana pun mereka berada,
termasuk warga negara yang bekerja
sebagai PRT migran.

Kami mengingalkan dan men-
desak Presiden Joko Widcdo untuk
tidak ingkar jenji atas visi misinya yang
disampaikan kepada rakyat untuk
mewujudkan UU PPRT (bukan perme-
nakerl.

Kami mendesak Presiden untuk
memastikan arah langkah Menaker
dalam perlindungan PRT dan buruh
migran yang mayoritas adatah PRT
perempuan. @



